
 

BAB V 

PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  dari data pelaksanaan pengangkatan 

perangkat desa di desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa : 

1.  Proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Batang 

Nadenggan pada dasarnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan. 

Pertama, kepala desa melakukan penjaringan serta penyaringan 

terhadap calon perangkat desa yang dianggap memenuhi persyaratan 

administratif maupun kualitatif. Setelah itu, hasil seleksi tersebut tidak 

langsung ditetapkan, melainkan terlebih dahulu diajukan kepada camat 

untuk memperoleh rekomendasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa 

meskipun kepala desa memiliki peran dominan dalam proses seleksi, 

keputusan akhir tetap melibatkan pihak kecamatan sebagai bentuk 

pengawasan struktural agar pengangkatan perangkat desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Batang 

Nadenggan pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, 

khususnya Pasal 9 ayat (2). Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan 

pentingnya pembentukan panitia yang melibatkan tokoh masyarakat 

sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses seleksi. Namun, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tahapan penjaringan dan penyaringan 

lebih banyak didominasi oleh kepala desa tanpa adanya pelibatan tokoh 

masyarakat secara nyata. Kondisi ini menimbulkan persoalan dari segi 
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transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi hukum, karena 

bertentangan dengan prinsip partisipatif yang menjadi landasan utama 

pengaturan perangkat desa dalam peraturan daerah tersebut. 

3. Pengangkatan perangkat desa Batang Nadenggan, jika ditinjau dari 

perspektif siyasah dusturiyah, menegaskan bahwa praktik tata kelola 

pemerintahan di tingkat desa semestinya tidak hanya didasarkan pada 

aturan positif, tetapi juga pada nilai-nilai etis dan spiritual sebagaimana 

diajarkan dalam Islam. Prinsip-prinsip fundamental, seperti keadilan, 

amanah, integritas, dan kompetensi, menjadi landasan utama dalam 

setiap proses pengangkatan pejabat publik, termasuk perangkat desa. 

Mekanisme pengangkatan yang dalam tradisi Islam dilakukan melalui 

partisipasi ahl al-halli wa al-‘aqd menunjukkan pentingnya legitimasi 

sosial dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip 

tersebut dapat diwujudkan melalui transparansi, keterbukaan 

informasi, serta partisipasi aktif warga desa. Dengan demikian, 

meskipun terdapat perbedaan struktur antara pemerintahan Islam 

klasik dan pemerintahan desa kontemporer, nilai dasar Siyasah 

Dusturiyah tetap relevan sebagai pedoman moral dalam memastikan 

proses pengangkatan perangkat desa berjalan adil, transparan, dan 

berorientasi pada kemaslahatan masyarakat 

5.2. Saran  

1. Kepada Pemerintah Desa Batang Nadenggan, agar dalam 

pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ke depannya benar-benar 

mengikuti ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa 

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agar menkaji 

ulang dan mempertegas diksi kata stiap isi dalam setiap peraturan 
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daerah terlebih husus Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang 

Perangkat Desa. 

3. Kepada masyarakat Desa Batang Nadenggan, penting untuk 

meningkatkan partisipasi dalam proses-proses pemerintahan desa, 

termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. Keterlibatan masyarakat 

akan menjadi kontrol sosial yang dapat mendorong praktik 

pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabe 

4. Kepada pemerintahan Daerah Labuhanbatu Selatan untuk lebih 

mempertegas isi daripada aturan tentang  pembentukan panitia 

pengangkatan perangkat desa. 
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